
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR : 39 TAHUN : 1986__________ SERI D___________ NO.35

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR5 TAHUN 1986

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI

DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelak­
sanaan tugas-tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu diben- 
tuk Cabang Dinas;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, dipan­
dang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan 
Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
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NOMOR: 39 

LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 

TAHUN: 1986 SERIO N0.3S 

PERATURAN QAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 

NOMOR:5 TAHUN 1986 

TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI 

DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

DENGAN RAHMAT nJHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

Meaimbang : a. bahwa dalam rangka pcningkatan kelancaran pclak-
sanaan tugas-tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu diben­
tuk Cabang Diaas; 

b. babwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 363 Tabun 1977 jo Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, dipan• 
dang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan 
Tatakcrja Cabang Dinas Pendidikail dan Kebudayaan 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 
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Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Propinsi Jawa Tengah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang 
Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan 
Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pe­
ngajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 
1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan 
Wilayah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 
1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Or­
ganisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 
1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Or­
ganisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat 
i;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Susunan Or­
ganisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA 
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH.
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Mengingat: 

l 

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Pemerintahan di Daerah ; 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Propinsi Jawa Tengah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang 
Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan 
Pemerintab Pusat dalam lapaogan Pendidikan, Pe­
ngajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ; 

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 
1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan 
Wilayah; 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 
19n tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Or­
ganisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ; 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 
1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Or­
ganisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat 
I; 

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Susunan Or­
ganisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah. 

Mendapkan: 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA 
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDA Y AAN PROPINSI DAERAH TINGKA TI 
JAWA TENGAH. 



3

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah;

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah;

d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BABU
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, TUGAS POKOK 

DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Cabang Dinas yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini adalah cabang Dinas sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah ini.

(2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi 
Wilayah kerja dan berkedudukan di Kabupaten/Kotamadya Daerah 
Tingkat II sebagaimana dalam lampiran yang merupakan Bagian yang 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

(2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.
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BABI 
KETENTIJAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dima.ksud dengan 

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubemur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah ; 

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 

c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ; 

d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

BABII 
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, TUGAS POKOK 

DANFUNGSI 

Pasal2 

(1) Cabang Dinas yang telab dibentuk sebelum berlakunya Peraturan 
Daerab ini adalah cabang Dinas sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah ini. 

(2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi 
Wilayah kerja dan berkedudukan di Kabupaten/Kotamadya Daerab 
Tingkat II sebagaimana dalam lampiran yang merupakan Bagian yang 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 

Pasa13 

(1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan. yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; 

(2) Cabang Dinas dipimpin oleb seorang Kepala Cabang Dinas. 
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Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas :

a. Melaksanakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah 
kerja yang menjadi tanggung jawabnya, berdasarkan kebijaksanaan 
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh 
Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pem­
binaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ber­
dasarkan peraturan per undang-undangan yang berlaku ;

b. Pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan 
per undang-undangan yang berlaku ;

c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai 
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-unangan yang ber­
laku ;

d. Pengurusan Tata Usaha Cabang Dinas.

BABIII

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari:

a. Kepala Cabang Dinas ;

44
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Pasal4 

Cabang Dinas mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah 
kerja yang menjadi tanggung jawabnya, berdasarkan kebijaksanaan 
yang ditelapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh 
Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan. 

PasalS 

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pem• 
binaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan her• 
dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

b. Pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan 
perundang•undangan yang berlaku; 

c. Pengamanandan pengendalian teknis alas pelaksanaan tugasnya sesuai 
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Danas Pendidikan 
dan Kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-unangan yang ber• 
laku; 

d. Pengurusan Tata Usaha Cabang Dinas. 

BABIII 

ORGANISAS I 

Pasal6 

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari : 

a. Kepala Cabang Dinas ; 
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b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan;

d. Seksi Tenaga Teknis dan Non teknis;

e. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimak­
sud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini,

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat- 
menyurat, kearsipan-ekspedisi, ketatalaksanaan, pengelolaan 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, 
penyelenggaraan perijinan, pengumpulan data, dan penyusunan 
laporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(2) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, keasipan, dokumentasi, penggan­
daan, ekspedisi dan kepustakaan;

b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan perawatan materiil;

e. Pengurusan statistik;
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b. Sub Bagian Tata Usaba ; 

c. Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Pcrsckolahan ; 

d. Seksi Tenaga Teknis dan Non teknis ; 

e. Seksi Pendidikan Luar Sekolah. 

Pasal7 

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas dan fungg sebagaimana dimak­
sud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, 

Pasal8 

(I) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleb seorang Kepala yang berada di 
bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat­
menyurat, kearsipan-ekspedisi, ketatalaksanaan, pengelolaan 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, 
penyelenggaraan perijinan, pengumpulan data, dan penyusunan 
laporan. 

Pasal9 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(2) Peraturan Daerab ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, keasipan. dokumentasi, penggan-
daan, ekspedisi dan kepustakaan ; 

b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ; 

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ; 

d. Pelaksanaan pengelolaan perleogkapan dan perawatan materiil ; 

e. Pengurusan statistik; 

45 



6

f. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan 
dan kebudayaan;

g. Pelaksanaan ketatalaksanaan dan penyusunan laporan ;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang 
Dinas.

Pasal 10

(1) Seksi Subsidi/bantuan dan Administrasi Persekolahan dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Cabang Dinas.

(2) Seksi Subsidi/bantuan dan Administrasi Persekolahan mempunyai 
tugas menyelenggarakan pendataan, penggunaan, evaluasi subsidi/ban­
tuan, dan menyelenggarakan kordinasi administrasi persekolahan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Subsidi/bantuan dan Administrasi Per­
sekolahan mempunyai fungsi:

a. Pemberian petunjuk teknis tentang penyelenggaraan subsidi/bantuan 
Sekolah Dasar;

b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan subsidi/bantuan Sekolah 
Dasar;

c. Penyelenggaraan kordinasi administrasi persekolahan;

d. Persiapan administrasi pemecahan, penghapusan dan atau pengesahan 
Sekolah Dasar;

e. Pelaksanaan pendataan, evaluasi dan penyelenggaraan pendidikan 
Sekolah Dasar baik Negeri maupun Swasta ;

f. Pengumpulan pengelolaan, penyajian data, penyaluran dana sub­
sidi/bantuan Sekolah Dasar baik Negara maupun Swasta dan ad­
ministrasi persekolahan;
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f. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan 
dan kebudayaan ; 

g. Pelaksanaan ketatalaksanaan dan penyusunan laporan ; 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberilcan oleb Kepala Cabang 
Dinas. 

PasaJ 10 

(I) Seksi Subsidi/bantuan dan Administrasi Persekolahan dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Cabang Dinas. 

(2) Seksi Subsidi/bantuan dan Administrasi Persekolahan mempunyai 
tugas menyelenggarakan pendataan, penggunaan, evaluasi subsidi/ban­
luan, dan menyelenggarakan kordinasi administrasi persekolahan. 

Pasal 11 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Subsidi/bantuan dan Administrasi Per­
sekolah.an mempunyai fungsi : 

a. Pemberian petunjuk teknis tentang penyelenggaraan subsidi/bantuan 
Sekolah Dasar ; 

b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan subsidi/bantuan Sekolah 
Dasar; 

c. Penyelenggaraan kordinasi administrasi persekolahan ; 

d. Persiapan administrasi pemecahan, penghapusan dan atau pengesahan 
Sekolah Dasar ; 

e. Pelaksanaan pendataan, evaluasi dan penyelenggaraan pendidikan 
Sekolah Dasar baik Negeri maupun Swasta ; 

f. Pengumpulan pengelolaan, penyajian data, penyaluran dana sub­
sidi/bantuan Sekolah Dasar baik Negara maupun Swasta dan ad­
ministrasi persekolahan ; 
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g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang 
Dinas.

Pasal 12

(1) Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis dipimpin oleh seorang 
Kepalayang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Cabang Dinas.

(2) Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan tenaga Pimpinan, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar yang 
meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian sesuai de­
ngan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 
ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis mem­
punyai fungsi:

a. Pemberian petunjuk teknis dalam pengangkatan Pimpinan, Guru dan 
Penjaga Sekolah Dasar;

b. Pelaksanaan pembinaan terhadap Pimpinan, Guru dan Penjaga 
Sekolah Dasar;

c. Peningkatan kemampuan dan kesejahteraan Pimpinan, Guru dan Pen­
jaga Sekolah Dasar;

d. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Pimpinan, Guru dan 
Penjaga Sekolah Dasar;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang 
Dinas.

Pasal 14

Seksi Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

(1)
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g. Pclaksanaan tugas-tugas lain yang dibcrikan oleh Kepala Cabang 
Dinas. 

Pasal12 

(1) Scksi Tenaga Teknis dan Non Teknis dipimpin oleh seorang 
Kepalayang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Cabang Dinas. 

{2) Seksi Tenaga Teknis <lan Non Teknis mempunyai tugas melaksanakan 
pengclolaan tenaga Pimpinan, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar yang 
mcliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian sesuai de­
ngan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 13 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 
ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis mem­
punyai fung.si : 

a. Pemberian petunjuk teknis dalam penganglcatan Pimpinan, Guru dan 
Penjaga Sekolah Dasar ; • 

b. Pelaksanaan pembinaan terhadap Pimpinan, Guru dan Penjaga 
Sekolah Dasar ; 

c. Peningkatan kemampuan dan kesejahteraan Pimpinan, Guru dan Pen­
jaga Sekolah Dasar ; 

d. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Pimpinan, Guru dan 
Penjaga Sekolah Dasar ; 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang 
Dinas. 

Pasal14 

( 1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleb seorang Kepala yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas. 
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(2) Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan dalam bidang kursus-kursus, perpustakaan, pembinaan 
generasi muda, olah raga, kesenian, dan kesehatan sekolah.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai 
fungsi:

a. Pemberian petunjuk teknis dalam bidang kursus-kursus, perpustakaan, 
pembinaan generasi muda, olah raga, kesenian, dan kesehatan sekolah
9

b. Pemberian pembinaan dan pengawasan dalam bidang kursus-kursus, 
perpustakaan, generasi muda, olah raga, kesenian, dan kesehatan 
sekolah;

c. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pendidikan luar 
sekolah;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang 
Dinas.

BABIV
TATAKERJA

Pasal 16

Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub 
Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip kordinasi, in­
tegrasi dan sikronisasi secara vertikal dan horizontal baik di dalam 
lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan 
tugasnya masing-masing
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(2) Seksi Pendidikan Loar Sekolah mcmpunyai togas melaksanalcan 
kegiatan dalam bidang korsus-kursus, perpustakaan, pembinaan 
generasi muda, olah raga, kesenian. dan kesehatan sekolah. 

Pasal 15 

Untuk menyelenggarakan tugas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai 
fungsi: 

a. Pemberian petunjuk teknis dalam bidang kursus-kursus, perpustakaan, 
pembinaan generasi muda, olah raga, kesenian, dan kesehatan sekolah 

b. Pemberian pembinaan dan pengawasan dalam bidang kursus-kursus, 
perpustakaan, generasi muda. olah raga, kesenian, dan kesehatan 
sekolah; · 

c. Pengumpulan, pengolahan, dan pcnyajian data pendidikan luar 
sekolah; 

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olch Kepala Cabang 
Dinas. 

BABIV 
TATAKERJA 

Pasal16 

Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berJaku. 

Pasall7 

( 1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub 
Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip kordinasi, in­
tegrasi dan sikronisasi secara vertikal clan horizontal baik di dalam 
lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan 
tugasnya masing-masing. 
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(2) Dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan di 
bidang pendidikan dan kebudayaan Kepala Cabang Dinas wajib me­
ngadakan konsultasi dan kordinasi dengan Bupati/Walikotamadya 
Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas 
bertanggung jawab memimpin dan mengkordinasikan bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti, dan mematuhi 
petunjuk-petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, 
dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan 
lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada 
bawahan.

Pasal 19

Para Kepala Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas 
menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas dan Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Cabang Dinas.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja dalam lingkungan Cabang Dinas 
yang bersangkutan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh Pim­
pinan satuan Oraganisasi bawahannya.
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Pasal 22

Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini.

BABV

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
kemudian sesuai dengan peraturan per undang* undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan 
diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pen­
didikan dan Kebudayaan.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih 
lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan ti dak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Semarang 8 Januari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH, 
KETUA

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH,

ttd-

ISMAIL

Disahkah oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal
10 Oktober 1986 Nomor: 061.133 - 833

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa 
Tengah Nomor : 39 tanggal 17 Nopember 1986 Seri D no. 35

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090
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Lampiran I: Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 5 Tahun 1986
Tanggai : 8 Januari 1986

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR
WIAYAH PEMBANTU 

GUBERNUR CABANG DINAS

1 2 3

1. SEMARANG 1. Kotamadya Daerah Tingkat II Ser>arang
2. Kabupaten Daarah Tingkat II Semarang
3. Kabupaten Daarah Tingkat II Kanda)
4. Kabupaten Daarah Tingkat II Groboganl
5. Kabupaian Daarah Tingkat II Demak
6. Kotamadya Daarah Tingkat II Salatiga

2. SURAKARTA 1. Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
2. Kabupaten Daerah Tingkat il Boyolali
3. Kabupaian Daerah Tingkat II Klaten
4 Kabupaten Daerah Tingkat N Sukoharjo
5. Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganya'
6. Kabupaten Daerah Tingkat 11 Wonogiri
7. Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sragen

1 KEDU 1. Kotamadya Daarah Tingkat II Magelang
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
5. Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kebumen
6. Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo

4. PATI 1. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
5. Kabupaten Daarah Tingkat II Blora

5. PEKALONGAN 1. Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
4. Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pemalangl
5. Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
6. Kabupaten Daerah Tingkat H Tegal
7. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes

6. BANYUMAS 1. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
2 Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat 
kppiitn<^an tanggal 10 Oktober 1986 Nomor: 061.133 - 836.
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Disabkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat 
keputusan tanggal 10 Oktober 1986 Nomor: 061.133 - 836. 
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BAGAN
SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

Lampiran II: Peraturan Daerah Propinsi- 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 5 Tahun 1986
Tanggal : 8 Januari 1986

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat 
keputusan tanggal 10 Oktober1986 Nomor j 061.133 - 833.
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat 
keputusan tanggal 10 Oktober1986 Nomor; 061.133 - 833. 
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 1986

TENTANG

SUSUNAN ORAGANISASI DAN TATAKERJA CABANG 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI 

DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

L PENJELASAN UMUM:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang 
Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam 
Lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi jis 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah dan In­
struksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelak­
sanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan, di Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981 ten­
tang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 4 Juni 1981, dan diun­
dangkan dalam Lembaran daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 32 tanggal 1 Juni 1982 Seri D Nomor 32.

Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 1982 
Nomor 061/4943/SJ, maka di Jawa Tengah telah dibentuk Cabang Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ber­
dasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Te­
ngah tanggal 23 Oktober 1982 Nomor 061/82/1982 tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
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Sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 
Tahun 1982, antara lain dinyatakan bahwa persyaratan pembentukan 
Cabang Dinas adalah belum ada penyerahan sebagian urusan di bidang ter- 
tentu dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan 
berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang pendidikan dan 
kebudayaan di Jawa Tengah, maka perlu meninjau dan menetapkan kem­
bali Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas pendidikan dan 
Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Untuk maksud tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Nomor 274 Tahun 1982, maka 
dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah
membantu pelaksanaan tugas/kebijaksanaan. Kepala 
Dinas pendidikan dan Kebudayaan dalam wilayah ker­
janya. Yang dimaksud dengan tugas lainnya adalah 
melaksanakan tugas yang diberikan oleh 
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang 
ada kaitannya dengan pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Susunan Organisasi ini adalah pencerminan tugas-
tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1981.

Pasal 7 s/d 9 Cukup jelas
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Pasal 10

Pasal 11

‘Pasal 12

Pasal 13 a

Pasal 13 b

Pasal 13 c

Pasal 14

Yang dimaksud dengan persekolahan adalah ber­
macam-macam status Sekolah Dasar.

Yang dimaksud bantuan adalah yang berasal dari 
APBN berupa SubsidiZBantuan Penyelenggaraan Pen­
didikan Sekolah Dasar Swasta berupa bantuan dari 
dana APBD Tingkat I.

Yang dimaksud dengan Tenaga Teknis adalah Pim­
pinan, Gyru, dan Tenaga Non Teknis adalah Penjaga 
Sekolah.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pembinaan terhadap Pim­
pinan, Guru dan Penjaga Sekolah adalah mengadakan 
peningkatan dan perbaikan dalam melaksanakan 
tugasnya agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil 
guna.

Cukup jelas.

- Yang dimaksud dengan kursus-kursus adalah mem­
beri pengetahuan tambahan kepada guru sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat dan Pemerintah.

- Yang dimaksud dengan perpustakaan adalah perpus­
takaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.

- Yang dimaksud dengan pembinaan generasi muda 
terutama anak didik di Sekolah Dasar, agar mengerti 
dengan sebenarnya akan fungsi dan kedudukan 
pemuda bagi Bangsa dan Negara dalam melaksanakan 
pembi ngunan manusia seutuhnya antara lain melalui 
kepramukaan, perkemahan remaja, Palang Merah 
Remaja.

- Yang dimaksud dengan kegiatan oleh raga adalah 
kegiatan dan usaha vang dilakukan dengan tujuan untuk 
mendorong, mengembangkan dan membina jasmani
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dengan sebcnarnya akan fungsi dan kedudukan 
pemuda bagi Bangsa dan Negara dalam mela.ksanakan 
pemb, ngunan manusia seutuhnya antara lam melalui 
kepramukaan, perkemahan remaja, Palang Merah 
Remaja. 

. Yang dimaksud dengan kegiatan olel- raga adalah 
kegiatan dan usaha vang dilakukan dengan tujuan untuk 
mcndorong, mengembangkan dan mcmbina jasmani 



17

Pasal 15 s/d 17

Pasal 18

Pasal 19 s/d 27

pada setiap anak didik di Sekolah Dasar dalam proses 
pendidikan keseluruhan.

- Yang dimaksud dengan kegiatan kesenian adalah 
kegiatan dan usaha yang dilakukan dengan tujuan 
untuk mendorong mengembangkan dan membina pada 
setiap anak didik di Sekolah Dasar terhadap kesenian 
daerah dalam proses pendidikan keseluruhan.

- Yang dimaksud dengan kegiatan kesehatan sekolah 
adalah segala kegiatan dan usaha yang dilakukan secara 
sadar dibidang kesehatan melalui pendidikan untuk 
mencapai keadaan kesehatan anak didik di Sekolah 
Dasar dan lingkungan hidupnya sehingga dapat mem­
berikan kesempatan belajar.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengn satuan organisasi adalah Sub 
Bagian dan Seksi dari Cabang Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan yaijg terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian dan 
3 (tiga) Seksi.

C ukup jelas.
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pada setiap anak didik di Sekolah Dasar dalam proses 
pendidikan keseluruhan. 

- Yang dimaksud dengan kegiatan kesenian adalah 
kegiatan dan usaha yang dilakukan dengan tujuan 
untuk mendorong mengembangkan dan membina pada 
seliap anak didik di Sekolah Dasar terhadap kesenian 
daerah dalam proses pendidikan keseluruhan. 

- Yang dimaksud dengan kegiatan kesehatan sekolah 
adalah segala kegiatan dan usaha yang dilakukan secara 
sadar dibidang kesehatan melalui pendidikan untuk 
mencapai keadaan kesehatan anak didik di Sckolah 
Dasar dan lingkungan hidupnya sehingga dapat mem­
berikan kesempatan bclajar. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dcngn saluan organisasi adalah Suh 
Bagian dan Seksi dari Cabang Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan ya11-g terdiri dari 1 (salU) Sub Bagian dan 
3 (tiga) Seksi. 

Cukup jelas. 
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